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A. La tar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu ncgura yang St.'tlang berkembang, mcras;~ 

wajib melaksanakan pcmbangunan di scgala hidang. Salah satu dianaarunya adalah 

pembangunun sumber daya manusiu. l'cmhungunan sumber daya mnnusi<t itu 

dapat dilaksanakan dianaarunya melalui proses pcndidikan. Namun demi kian 

kemajuan teknologi dan perkemhangan ilm u pengctahuan, menuntut lembaga 

pcndidikan untuk meningkutkan mutunya. 

Tuntutan tersebut disikapi dengan baik oleh pcmerintah. Hal ini dapat 

dilihat dalam Undang - Undang Rcpuhlik lndon~-sia Nomor 20 Tahun 2003. 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi : 

l'endidikan nasional berfungsi .mengcmbangkan kcmampuan dan 
membentuk watak,. serta pcrudaban ban gsa yang bermartabat dalam rungka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. bertujuan untuk berkembangnya potensi 
pcserta did ik agar mcnjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. bcrilmu, cakap, krcatif. 
mandiri dan mejadi warga negara yang demokrutis serta bertanggung jawab. 

Agar tujuan tersebut tercapai . Pemerintah melalui Departcmen Pendidikan 

Nasional dulam upaya mencapai tujuan tersebut turul melibatkan masyarakat 

untuk sccara akt if bergcrak mengadakan pcmbaharuan·pembaharuan di bidang 

pendidikan tersebut. Pembaharuan itu anlard lain menyangkut proses pcngelolaan 

manajemcn keuangan dan kuri kulum tepatnya yang mcnyangkut bagaimana 

kurikulum dapal diaplikasikan dalum proses belajar mengajar dengan har.1pan 
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bah"a pcndidikan dapat disclcnggarakan sccara demokratis dan berkcad il an serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. ni lai keagamaan. 

nilai budaya dan kemajcmukan bangsa. l'cndidikan yang bcrha5il ~ang banya~ 

bcrgantung pada baiknya pcngelolaan keuangan tepatnya keuangan sckolah 

dihardpkan dapat diselenggarakan sebagai satu kesa1uan ~ ang sistcmatil. 

mencrapkan sistcm terbuka dan multi makna . Hal ini penting diperhutikan agar 

terbangun kepen:ayaan pembcri dana untuk secara berkelanjutan membantu 

sekolah (Dcpdiknas 1999:97). 

Agar tujuan tcrsebut dapat dicapai kepala sekolah seharusnya mampu 

mengatur administrasi keuangan dan men~usun RAPBS (Depdikbud 1983:5- 143). 

Tugas ini amal berat karena mcnyangkut hal memilih dan mengclol(t. 

mengarah~ar. bo:ndahan~>•an mtin 1 gaji. bcndaharawan ~omitc sekolah. bcndahara 

koperasi. bcndahara OS IS. Jika kepala sckolah salah memilih pctugas dan salah 

mengatur dapat berakibat fatal. Oleh karena ilu bendahar.J yang dipilth wajib orang 

sangat dipercaya. berl<elakuan dan bermoral baik. dapat bekerja sama dan loyal 

tcrl>adap atasan langsung. tidak pem~uk I sering lupa ingatan dan tidak pemain 

j udi. Layaknya pengelolaan keuangan pendidikan secara umum. manajemen 

kcuangan SMP scharusnyn dikelola berdasarkan prins ip keadilan. efisiensi secara 

U"dsparan (lcrbuka) dan sesuai dcng,an kctentuan yang berlaku. akuntabi lita~ 

(kcadaan untuk dipenan.:gung jawabkan pada ma,~arakat ) dan demokrati~ 

1 UUSI'N 20 Tahun 1003). 

Kcnyataannya. ma>alah manajcmen keuangan ini berindiksi sangat 

tcnutup. rumit dan peka untuk ~:;,; "-'· llal ini dih<:narkan ('lark ct al dalarn 



Fonnasi (2003:53). Menurutnya penggunaan biaya pend idikan di Indonesia 

diarahkan bcrdasarkan infonnasi yang kurang handal a!au cenderung tenutup antar 

dcpancmcn yang tcrkait schingga herakibat pada tidak adil 1111 udequu!~J. 

cenderung terpilah-pilah ({rugmcnledJ. tidak tleksibel dan tidak e lisien. Di s isi lain 

• masalah keuangan sangat peka dan terkait eTat dengan kepercayaan (Depdiknas 

2000: 100). Akibat ketenutupan ini. terjadi penyimpangan. penyclewangan dan 

sul it untuk mengontrol dan menccgah terj.adinya penyalah gunaan anggaran. 

Akibat selanjutnya adalah hilangnya donatur padahal masalah pembiayaan 

men1pakan sarana vital bagi hidup matinya suatu organisasi (Burhanuddin 

1994:54). Karena semua kebutuhan baik bidang pcrsonil. material. kesis"aan dan 

lain-lain akan mudah terpenuhi apabila suatu organisasi memiliki bia~ a yang 

cukup. 

Untuk mcmperoleh biaya tersebut sckolah harus memil iki manajemen 

yang handal. terutama dalam pengelolaan keuangan yang berkenaan dengan 

pendidikan scpeni pembiayaan terhadap g uru. sarana dan prasarana. sumber 

bclajar dan proses kegiatan belajar mengajar. lni menjadi pcming karena secara 

langsung berkaitan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Tidak 

heran apabila ditemukan banyak seko lah-sekolah yang tidak dapat melakukan 

kegiatan t>elajar mengajar sccara optimal hanya karcna masalah kcuangan. haik 

untuk mcnggaji guru . maupun pengadaan sarana dan pr.lsarana pcmbclajaran 

(Mulyasa 2004: 193). Tcntu saja hal ini dapat dimcngerti mcngingat dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentan g Sistt''" l'cndidikan N<>si~1nal rasal ~9 

dengan jelas dinyatakan bah-..._ ·.na pend idikan sclain gaji par" r-:mlidil.. dan 



hiaya pendidikan kedinasan dia lokas ikan minim:'.! 2(;% dari Anggaran Pendapatan 

dan 13elanja NegarJ (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah 

(AI'BOl. meskipun pada kenyataan.l:•a anggaran pendid ikan hanya dia lokas ikan 

4%. 7% saja (Waspada. 24 September 2004: P ) . 

• Hal lain yang. tak kalah pentingnya diperhatikan sehubungan dengan 

manajemen keuangan sekolah ini adalah di satu daerah Kabupaten I Kota 

Keuangan sekolah berbeda-beda dari satu sekolah dcngan seko lah yang lainnya. 

Tidak ada dasar acuan I patokan perhitungaM besarnya dana I anggaran di setiap 

sekolah. Ada sekolah yang j umlah muridn~a banyak dan !\Ckolahnya besar tctapi 

anggarannya kccil. sebaliknya ada sekolah yang kecil tetapi anggarannya besar. 

Ada pula yang sckolahnya sama jumlah muridn~a dan hesam~a sama tetapi 

anggarann~ a 0.::-h.:da. B~~itu Juga antara ~kolah Ji >atu Kahupaten Kota dengan 

Kabupatcn I Kota yang lainnya. Umuk Kahupaten : Kota yang daerahnya kaya 

anggaran sekolahnya besar. guru-gurunya m~ndapat insentif. sena THR. Tetapi 

bagi daerah yang miskin anggarannya keci l dan tidak pernah mendapat insentif. 

maupun THR. Hal ini disebabkan karena berlaku nya desemrali=i pendidikan 

sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun I '199 tentang pemerintah daerah dan 

Undang-Undang No . 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara 

pc-merintah pusat dan dacr~h. 

Pasal ~g a~ at 1 lil; ~i sdiknas 1 ahun ~tKJ3 s.:cara ~~~a> menyatakan 

pengclolaan dana pendid ikan bcrdasarka n pada prinsip kcadilan. clisiensi. 

transparu•~> i dan akuntabil itas puolik. 1\; amun untuk mcnemukan kebutuhan 

sckolah datarn pcrnherdayaa,, d . ..1 pcmhoclaj~•r*m. pcn~ ckngg.araan pendidikan 
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tsekolah) hams bcrsifat demolmnis . Rosyda (:>004: 17) mengindikas ikan sekolah 

) ang demokrmis adalah sekolah yang d ike lola dengan struktur yang 

mcmungkinkan prakatek-pr.lktek .!o:mokratis. itu terlaksana. $<perti perlil:-atan 

masyarakat (SI<JI<i! hulder dan user sekolah) dalam membahas program-program 

• sekolah dan proses daur pengambilan kcputusan. j uga memperhatikan berbagai 

aspirasi publik. serta dapat dipertanggung jawabkan implementasinya kepada 

publik. 

Namun pada pelaksanaannya banyak kepala sckolah yang bersifat tertutup 

dalam manajcmen dana pcmbelajaran di sekolahnya dan takut dikctahui or.lng lain 

( Waspada. ~00-1 :6). Di sisi lain para p;tkar pendidikan secara gamblang 

menyehutkan oah" a mutu pcndidikan di Indonesia saat ini tergolong rendah. 

Ban)ak faktor pC~)et>ah. salah satu karena dana pendidikan )'ang sangat minim. 

dan ban)akn)a kcbocoran-kcbocoran pada pihak pimpinan dari penyelcnggara 

pcndidikan itu. 

Sclumh paparan di atas menyebabkan pcnulis ingin meneliti lebih jauh 

bagaimana sesungguhnya manajemen keuangan sekolah diaplikasikan di sckolah-

sekolah. Namun khu:;us untuk penelitian ini pcnulis hanya akan memfokuskan 

p;Jda bagaimana sekolah SMP Negeri 2 Sunggal, mengelola kcuangan sckolah 

tcrsebul. 

• 
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U. Masalah Penclit ian 

Schubungan dcngan hal terscbut di :11:15 maka pcnanyaan umum pada 

pcnditian ini adalah ba~aiman9~ah manajcm,••t kcuangan <ckolah SMP \lcgeri 2 

Sunggal dilaksanaknn dalam rangka meningl..atkan mutu pcndidikann~a~ S~ca ra 

khusus pcnclitian dilakukan untuk mcngetahui : 

I. Bagaimana metode sckolah dalam m<:ncari sumber-sumber dana di sck<•lah 

SMP Negeri 2 Sunggal dalam upaya pcningkatan mutu pendidikan·~ 

2. Bagaimana RAI'BS direncanakan pada SMP Negeri 2 Sunggal agar 

dipcroleh pcningkatan mulu pcndidikan'! 

3. Faktor-faktor dominan apa ~ang mengganggu pengelolaan keuangan 

sckolah SMP Negeri 2 Sunggal untuk mcningkatkan mutu pcndidikan"! 

4. Bagaimana pcngawa>an keuangan sekolah dilaksanal..an di SMP ?\cg.:ri ~ 

Sunggal~ 

5. Bagaimana dampak manajemen keu anl!an sekolah dalam meningl.atl.an 

mutu? 

C. Tuj11a n Pe nelitian 

Sccara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengctahui bagaimana 

manajemcn keuangan sekolah SMf' Ncgcri ~ Sunggal dnlam upnyn mening~atkan 

mutu pcndidikan di sekolah tcrscbut. 

Sccara khusus benujuan untuk mcngetahu•: 

I. Mculde pencarian sumber-sumber danu "'kolah S\!1P Negcn > Sunggal 

dalam peningkalli:. :~u•u pend idikan. 
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2. Bagaimana RAPBS direncanaka~ paJa SMI' cgcri 2 Sunggal Kabupatcn 

Deli Serdang. 

J. Faktor-faktor dominan )ang men~ganggu [>Ciaksanaan ~engch., laan 

keuangan sekolah SMP 'cgcri 2 Sunggal dalam peningkawn mutu 

pendidikan. 

-1. Bagaimana penga"asan keuangan sekolah dilaksanakan guna 

mcnghasilkan mutu pdajaran . 

5. Untuk mcngetahui dan..pak pengelolaon keuangan sekolah tcrhadap mutu 

pendidikan. 

D. KCj!unaan Penclil ian 

:VI.,ul.an hagi SMP '"~'en ~ Sung{!al khusu' n)a.. dan S\IP-S\IP lam 

umumnya dalam mengclola keuanga n sekolah guna peningkatan mutu 

pendidikan. 

2. Sebagai bahan masukan Oinas Pendidikan dalam membl!ri pengaruhan 

bagaimana melakukan pengclolaan keuangan <ekolah dalam rangka 

peningkatan mutu kegiatan bclajar mengajar. 

3. [lagi peneliti-pencliti lain. dapal dijadikan hahan acuan dalam mengkaji 

permasalahan-permasalahan yan~ l>crhut>ung:m dcngan manaicmcn 

keuangan sekolah. 


